KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06
AKUNTANSI PIUTANG

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan

dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh
piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,
kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas
pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pada entitas
pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

(@) Definisi;
(b) Pengakuan;
(c) Pengukuran; dan

(d) Pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
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Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai

piutang yang dapat ditagih setelah perkiraan piutang dikurangi perkiraan

penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Piutang dalam mata uang asing adalah mata uang selain mata uang

Rupiah dimana mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan

kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadi transaksi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
Kabupaten dan/atau hak pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat

lainnya yang sah.

Piutang daerah adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran

dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas

lain sebagai akibat transaksi.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas dikeluarkannya ketetapan

pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak atau Retribusi, yang

belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Perikatan adalah piutang yang timbul atas pelaksanaan
perjanjian/kerjasama penyertaan dana bergulir dan dana pemberdayaan

atau akibat lainnya.

Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas dikeluarkannya

ketetapan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak atau
Retribusi, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan

keuangan.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran

dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

UMUM

S. Karakteristik utama piutang adalah pemerintah daerah akan
menerima pembayaran dimasa akan datang sebagai akibat transaksi masa
saat ini dan/atau dimasa lalu atau akibat dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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6. Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:

(a) Pungutan pendapatan daerah. Piutang pendapatan daerah

(b)

(c)

(d)

merupakan piutang yang timbul dari tunggakan pungutan
pendapatan. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang
sah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah:
(1) Piutang Pajak;

(2) Piutang Retribusi Daerah;

(3) Piutang Pendapatan Daerah Lainnya.

Perikatan. Piutang perikatan merupakan piutang yang timbul dari
berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain
yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli,
pemberian jasa, dan kemitraan. Piutang perikatan timbul karena:

(1) Pemberian Pinjaman;

(2) Jual Beli;

(3) Kemitraan;

(4) Pemberian Fasilitas/Jasa;

(5) Transaksi Dibayar Dimuka.

Transfer antar pemerintahan. Piutang transfer antar pemerintahan
merupakan piutang yang timbul dalam rangka perimbangan
keuangan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat
ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke pemerintah
kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Piutang
transfer antar pemerintah terdiri dari:

(1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam;

(2) Piutang Dana Alokasi Umum;

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

(4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

(5) Piutang transfer lainnya;

(6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;

(7) Piutang Transfer antar Daerah;

(8) Piutang Kelebihan Transfer.

Kerugian daerah. Piutang atas kerugian daerah sering disebut
sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan
Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan
langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai
negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan

Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang
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karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian daerah.
Penyelesaian atas TGR ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar
pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini
dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai
dan telah ada Surat Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari yang
bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan disajikan
di kelompok aset tetap lainnya di neraca untuk jumlah yang akan
diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang
kelompok aset lancer untuk jumlah yang akan diterima 12 bulan
mendatang. Sebaliknya jika memilih menggunakan jalur pengadilan,
selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan pada
Catatan Atas Laporan Keuangan Pengakuan piutang baru dilakukan
setelah terdapat surat keterangan dan telah diterbitkan surat ketetapan.
(e} Dana Bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan
untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan

meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

KLASIFIKASI PIUTANG

7. Jenis Piutang Pajak Daerah terdiri dari; Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Lain-lain.

8. Jenis Piutang Retribusi Daerah berdasarkan objeknya, terdiri dari; Jasa
Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu.

9. Jenis Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya, terdiri dari; Hasil
Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain
PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan
ganti rugi, penggunaan aset atau pemberian jasa pemda dan sebagainya.

10. Setiap entitas mengungkapkan setiap pos piutang yang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam
waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

11. Informasi tentang tanggal jatuh tempo piutang bermanfaat untuk
menilai likuiditas dan kolektifibilitas suatu entitas. Informasi tentang tanggal
penerimaan piutang seperti piutang yang timbul dari pemberian pinjaman dan
piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi juga bermanfaat untuk
mengetahui piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau piutang jangka

panjang.
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12. Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika
diharapkan tertagih dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka

panjang yang disajikan pada aset lainnya.

13. Piutang lancar dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.
Beberapa piutang lancar, seperti piutang pajak daerah, piutang transfer
pemerintah atau utang piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
merupakan suatu bagian yang akan menambah kas dalam tahun pelaporan

berikutnya.

14. Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari
peristiwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemindahtanganan
barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk
menagih, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan
barang milik negara/ daerah. Penjualan barang milik negara yang dilakukan secara
cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada
umumnya penyelesaiannya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada
umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya
tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain
yang sah yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah tersebut
dipindahtangankan secara cicilan/angsuran Tagihan atas penjualan barang secara
cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan
reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok jumlah yang jatuh tempo
pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok jumlah yang akan jatuh
tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok (1)
disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset
Lainnya.

15. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka
panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan
diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
Jika:

(a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

(b) kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) piutang
tersebut atas dasar jangka panjang; dan

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan
kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap

pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
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16. Jumlah setiap piutang yang dikeluarkan dari piutang lancar sesuai
dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung

penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN

17. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari
pungutan pendapatan daerah, secara garis besar terdiri dari piutang pajak,

piutang retribusi, piutang pendapatan daerah lainnya.

18. Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari
pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria:
(a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
(b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan.

(c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

19. Pengakuan pendapatan pajak daerah yang menganut sistem self
assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah,
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak
terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan
perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat
Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

20. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang
bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu
yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar
penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

21. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui
sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan
ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui
sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus
didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi
satu periode akuntansi berikutnya.

22. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana
dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian
pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat
diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila

memenuhi kriteria:
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(a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak
dan kewajiban secara jelas;

(b) Jumlah piutang dapat diukur;

(c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan; dan

(d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

23. Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan
realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang
menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang
menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya
suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan
Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang
belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah
tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang
bersangkutan.

24. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila akhir tahun
anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan
perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden
dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh
Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya
serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

25. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat
Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah
diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah
difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.
Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim
yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

26. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih
diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran
kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

27. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

(a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila
sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan
seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi
hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.

(b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan

pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Akuntansi Piutang.107



28. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil
realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah
yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian
kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya
tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh
hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi
masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun
anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai

hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

29. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian
antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya
transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung
berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang
menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila
jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang
menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode
laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai

hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

30.Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun
anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan
transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang

telah diterimanya.

31. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer
mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan
transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat
memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode

berikutnya.

32. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan
TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas
TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti
kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan
melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada

surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
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PENGUKURAN

33. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum
unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum
disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh
pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak
pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas

penagihan yang bersangkutan.

34. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

(a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

(b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

(c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;

(d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-
undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih
telah diatur oleh Pemerintah.

35. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang
yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
(a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai
kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui
adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode
pelaporan.

(b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode
pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai
bersihnya.
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(c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

36. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal
terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke
kabupaten;

(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi

dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

37. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang
dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah
ditetapkan;

(b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di

atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

38. Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang
di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN PIUTANG

39. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-
undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar
pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini
yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari
peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar
apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan
penyisihannya.

40. Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian
pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca
sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh
temponya.
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PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP
PENGAKUAN AWAL

41. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka
maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang
dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

42.Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan
(write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku
yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang
harus diperlakukan secara terpisah.

43.Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan
dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat
dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku
adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.
Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan
piutang.

44.Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau
upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus
tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus bukuan).
Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang
dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan
atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku
piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (overstated), sehingga
tidak menyajikan informasi secara andal.

45.Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang
berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata
di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan
kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun
berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali
piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan
pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

46.Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian
hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas
piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan
pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-

lain.
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PENGUNGKAPAN

47. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi
mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan
dan pengukuran piutang;

(b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;

(d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk Tuntutan ganti
rugi/perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih
dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun

pengadilan.

48. Secara spesifik pengungkapan secara khusus diperlukan antara
lain:

(a) Piutang Transfer dicatat sebagai piutang lancar. Dengan demikian,
seluruh jenis piutang transfer merupakan bagian dari aset lancar.
Selanjutnya atas penyajian dimaksud diungkapkan/dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai rincian dari masing-
masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan timbulnya
piutang, dan apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah
melebihi dari satu periode akuntansi tetapi belum dilunasi.

(b) Piutang Kelebihan Transfer terjadi karena kelebihan transfer,
piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca

dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.

49. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup
dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi
yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai
piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar
pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap

perlu.

TANGGAL EFEKTIF

50. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.
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